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BAB V 

PENUTUP 

 

1.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pembahasan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa dalam wilayah 

Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo utara, dapat diambil beberapa kesimpulan 

sebagai berikut : 

1. Perencanaan pengelolaan keuangan desa khususnya dana desa di 14 desa di 

Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara dalam rangka pembangunan desa dan 

peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, telah menerapkan asas-asas pengelolaan 

keuangan desa yakni asas transparansi dan asas partisipasi sesuai dengan Peraturan 

Bupati Kabupaten Gorontalo Utara No 21 tahun 2015 tentang  petunjuk teknis 

pengelolaan keuangan desa melalui forum musyawarah rencanaan pembanguna desa 

atau  Musrenbangdes; 

2. Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa khususnya dana desa di 14  Desa di 

Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara dalam rangka pembangunan desa dan 

peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, telah menerapkan asas-asas pengelolaan 

keuangan desa yakni asas transparansi, akuntabel dan partisipasi sesuai dengan 

Peraturan Bupati Kabupaten Gorontalo Utara No 21 tahun 2015 tentang  petunjuk teknis 

pengelolaan keuangan desa, melalui pemberian informasi berupa papan proyek di 

lokasi kegiatan pada setiap pelaksanaan program kegiatan serta mengikut sertakan 

masyarakat dalam proses pekerjaan program. Pekerjaan yang dilaksanakan sesuai 

dengan prosedur yang berlaku, adanya kesesuaian antara realisasi anggaran dengan 

bukti fisik yang ada.  Serta adanya pencatatan-pencatatan yang dilakukan pada setiap 

pengeluaran yang terjadi dan didukung dengan bukti-bukti yang sah. 

3. Penatausahaan pengelolaan keuangan desa khususnya dana desa di 14 Desa dalam 

wilayah Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara telah menerapkan asas-asas 

pengelolaan keuangan desa secara transparan dan akuntabel sesuai dengan Peraturan 
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Bupati Kabupaten Gorontalo Utara No 21 tahun 2015 tentang  petunjuk teknis 

pengelolaan keuangan desa, melalui pencatatan dan pembukuan yang dilakukan oleh 

Bendahara desa pada setiap aktivitas rekening desa yang di sertai dengan bukti-bukti 

yang sah. 

4. Pelaporan pengelolaan keuangan desa khususnya dana desa di 14 Desa dialam 

wilayah Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara telah menerapkan asas-asas 

pengelolaan keuangan desa secara transparan dan akuntabel sesuai dengan Peraturan 

Bupati Kabupaten Gorontalo Utara No 21 tahun 2015 tentang  petunjuk teknis 

pengelolaan keuangan desa melalui pelaporan realisasi anggaran oleh pemerintah desa 

secara bertahap setiap semester kepada pemerintah kecamatan maupun kabupaten. 

5. Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa khususnya dana desa di 14 Desa 

dalam wilayah Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara telah menerapkan 

asas-asas pengelolaan keuangan desa secara transparan dan akuntabel serta 

partisipasi sesuai dengan Peraturan Bupati Kabupaten Gorontalo Utara No 21 tahun 

2015 tentang  petunjuk teknis pengelolaan keuangan desa, melaui forum musyawarah 

penyampaian realisasi penggunaan anggaran kepada masyarakat maupun pemerintah 

kecamatan dan pemerintah daerah, Penyampaian informasi melaui papan informasi 

yang didukung dengan surat pertanggungjawaban ( SPJ) oleh setiap desa yang 

memuat segala bukti-bukti transaksi, dokumentasi kegiatan yang dilaksanaka oleh 

pelaksana kegiatan serta penyampain informasi di desa melaui papan informasi desa. 

 

5.2 Saran 

 Dari beberapa penjelasan dan kesimpulan tersebut di atas, maka untuk pencapaian 

sasaran maksimal dalam rangka terwujudnya tata kepemerintahan yang baik melalui 

pelaksanaan pengelolaan keuangan desa, maka penulis memberikan saran yang dianggap 

dapat berguna bagi beberapa pihak. 
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1. Pemerintah desa dalam tahap pelaksanaan perlu memaksimalkan pemberdayaan 

masyarakat dalam hal pengawasan dan proses pekerjaan kegiatan, serta memanfaatkan 

sumber daya alam yang berkualitas di desa untuk mendukung pembangunan desa. 

2. Terkait pelaporan, pendamping desa perlu meningkatkan kerja sama dengan pemerintah 

kecamatan dan kabupaten serta  memaksimalkan pendampingan kepada aparat desa 

dalam mengelola keuangan desa melalui pelatihan  komputer dan penggunaan aplikasi 

siskeudes desa demi penyampaian pelaporan yang lebih baik. 

3. Pemerintah desa dalam hal pertanggungjawaban, perlu untuk memperluas jangkauan 

pertanggungjawabakan melalui media cetak ataupun media lain yang mudah diakses 

oleh masyarakat desa. 

4. Pemerintah kecamatan maupun kabupaten perlu untuk melakukan monitoring dan 

evaluasi secara rutin di setiap desa, bukan hanya setiap semester, akan tetapi bila perlu 

melakukan monitoring setiap bulan agar pengawasan jauh lebih efektif. 

5. Adanya keterbatasan dari penelitian ini, maka peneliti menyarankan beberapa hal untuk 

penelitian selanjutnya terkait dengan akuntabilitas dana desa dengan cara : 

a. Memperluas wilayah penelitian dikarenakan dalam penelitian ini hanya berfokus pada 

satu wilayah kecamatan; 

b. Perlu adanya keterlibatan langsung peneliti dalam proses pengelolaan dana desa agar 

memperoleh informasi yang lebih mendalam; 

Memperluas sumber informan agar mendapatkan informasi yang lebih kredibel. 
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